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ABSTRAK

Nama : Rima Rahmawati

NPM :2014310017

Judul : Penanganan Pengaduan (Complaint Handling) oleh Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal yang
mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta
bertugas untuk melaksanakan penanganan pengaduan (complaint handling) atas keluhan
yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Laporan
Tahunan Ombudsman Republik Indonesia, masih terdapat beberapa Laporan Pengaduan
yang belum terselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa
Barat. Selain itu, di dalam proses penanganan pengaduan tidak adanya standar waktu bagi
Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaian Laporan Pengaduan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana efektivitas sistem penanganan
pengaduan (complaint handling) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Analisa yang dilakukan menggunakan 10 prinsip effective
complaint handling yaitu 1) customer focused, 2) visibillity, 3) accessibility, 4)
responsiveness, 5) fairness, 6)cofidentiallity, 7)remedy, 8)review, 9) accountability, dan
10) continuous improvement. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui
bagaiamana efektivitas penanganan pengaduan (complaint handling) pada Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
penelitian fenomenologis hermeneutic.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif agar
menghasilkan informasi yang komprehensif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penganangan pengaduan yang dilakukan
oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum berjalan
secara optimal dan efektif. Adapun penyebab Laporan pengaduan lama terselesaiakan
adalah karena tidak adanya standar waktu penyelesaian Laporan, serta disebabkan pula
oleh Pelapor dan Terlapor yang tidak kooperatif selama proses penanganan pengaduan.
Kurangnya sumberdaya manusia khususnya jumlah Asisten pada Ombudsman Republik
Indonesia Provinsi Jawa Barat juga menjadi salah satu penyebab Laporan pengaduan
menjadi lama terselesaiakan.

Kata kunci: Pengaduan Masyarakat, Penanganan Pengaduan, Effective Complaint
Handling.



ABSTRACT

Name : Rima Rahmawati

NPM : 2014310017

Title : Complaint Handling by Ombudsman Republik Indonesia Representative of West
Java Province

Ombudsman Republik Indonesia is an external official which has authority to oversee
the public services delivery and be in charge in handling the public complaints. Based on
Ombudsman Republik Indonesia’s annual report shows that there are some complaints
that still unfinished by the Ombudsman Republik Indonesia Reprentative of West Java
Province. Furthermore, during the complaint handling process, there is no time standard
for Ombudsman for addressing the public complaints.

The main aim of this research is to analyze how Ombudsman Republik Indonesia
Reprentative of West Java Province conducted the complaint handling system, which
measured using 10 principles of effective complaint handling, such as: 1)customer focused,
2)visibillity, 3)accessibility, 4)responsiveness, 5)fairness, 6)cofidentiallity, 7)remedy,
8)review, 9) accountability, and 10) continuous improvement. This research also aims to
find out the effectiveness of complaint handling in Ombudsman Republik Indonesia
Representative of West Java Province

This research uses qualitative research with hermeneutic phenomenology design. Data
collection technique that used on this reseach are interview, observation, and documents
review. Data analysis conducted descriptively in order to get to the comprehensive
information.

The results of this research show that the complaint handling by Ombudsman Republik
Indonesia Reprentative of West Java Province is still not optimal and effective. The causes
tha make public complaints addressed so long are because there is no time standard in
addresing the public complaints and also caused by the complainants and the defendants
who are not cooperative during the complaint handling process. In addiction, the lack of
human recources in Ombudsman Republik Indonesia Reprentative of West Java Province
also become a cause that make public complaint addressed so long.

Key words: Public Complaints, Complaint Handling, Effective Complaint Handling.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan
kelompok atau sesesorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.! Di dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa salah satu
komponen dasar dalam proses pemberian pelayanan publik adalah penanganan
pengaduan, saran, dan masukan.? Pengaduan yang dikelola dengan baik akan
mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi penyelenggara pelayanan
publik yang diantaranya yaitu sebagai alat introspeksi organisasi penyelenggara
pelayanan publik untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan ‘suara’ dan
‘pilihan’ masyarakat.> Pengelolaan pengaduan yang baik juga dapat membantu
organisasi penyelenggara layanan publik untuk mengetahui kelemahan atau
kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* It provides
information that can lead to improvements in service delivery®. Dengan mengetahui

kekurangan yang dimiliki kemudian akan membawa pada

1 H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 7

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 21 butir j

3 Direktorat Aparatur Negara, “Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik”, Bappenas
(2010): 10

* 1bid.

> Ombudsman Western Australiaa, Effective Handling of Complaints Made to Your Organisation.
(Januari, 2017), 1



perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kondisi penanganan pengaduan atau
manajemen pengaduan belum berjalan secara optimal dan belum efektif.® Penelitian
yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Nasional yang menemukan bahwa “sebagian
besar atau lebih dari setengah masyarakat menyatakan bahwa masyarakat memiliki
kecenderungan untuk tidak melaporkan atau menggunakan fasilitas pengaduan karena
seringkali pengaduan yang mereka sampaikan tidak ditindaklanjuti”’

Kelemahan dari sistem penanganan pengaduan pada organisasi penyelenggara
pelayanan publik kemudian mendorong hadirnya suatu lembaga independen yang
dapat menampung keluhan masyarakat terhadap birokrasi publik dan lembaga
independen tersebut adalah Ombudsman.® Tugas Ombudsman adalah menerima dan
menindaklanjuti Laporan dari masyarakat. Namun sebelum membuat Laporan ke
Ombudsman, masyarakat diminta untuk menyampaikan pengaduannya terlebih dahalu
ke tempat dimana situasi yang menimbulkan pengaduan tersebut muncul. Jika keluhan
tidak diproses dengan memuaskan, Ombudsman menjadi sarana alternatif untuk
menindaklanjuti pengaduan tersebut. Hingga tahun 2017 Ombudsman Republik

Indonesia (ORI) yang selanjutnya disebut ORI telah menerima 9359 laporan yang

berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

¢ Direktorat Aparatur Negara, Op,Cit, 7

” Direktorat Aparatur Negara, Op,Cit, 16

8 Erwan Agus Purwanto, “Keluhan Sebagai Bentuk Partisipasi”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi
Publik 12, no.1 (Mei 2008): 21-40



Gambar 1.1 Jumlah Laporan Ombudsman Nasional®
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Pada praktiknya ORI yang seharusnya dapat menutupi kekurangan dari sistem
penanganan pengaduan pada organisasi penyelenggara pelayanan publik juga belum
dapat bekerja secara optimal. Masih terdapat beberapa laporan yang beralarut-larut
belum ditindaklanjuti oleh ORI di tiap tahunnya. Seperti misalnya pada ORI Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan status laporan pada tahun 2014 hingga
2017 menunjukan bahwa tidak semua laporan yang diterima ORI Jawa Barat langsung

ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Pada tahun 2014, sebanyak 63% persen dari Laporan yang diterima oleh ORI Jawa
Barat tidak terselesaikan pada tahun tersebut dan tahun tersebut merupakan tahun
dimana banyak Laporan yang tidak terselesaikan. Namun presentase jumlah Laporan
yang tidak terselesaikan menurun dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2017
presentasi jJumlah Laporan yang tidak terselesaikan hanya 29% dari jumlah Laporan

yang diterima. Namun jika dibandingkan dengan sistem penanganan pengaduan pada

% Sumber: Dokumen Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia



tahun 2017 di Ombudsman Western Australia, 94% Laporan dapat terselesaikan dalam
kurun waktu kurang dari tiga bulan atau hanya 6% dari Laporan yang diterima tidak

terselesaikan. 1©

Gambar 1.2 Status Laporan Ombudsman Jawa Barat!!
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Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai
standar waktu bagi Ombudsman dalam menyelesaikan Laporan, sedangkan didalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa

penyeleggara pelayanan publik wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan

paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.*?

%0Ombudsman Western Australia Annual Report 2016-7. Tersedia pada
http://www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Annual_Reports.htm diakses pada tanggal 18 Janurai
2018

11 Sumber: Dokumen Laporan Tahunan Ombudsman Jawa Barat tahun Tahun 2012-2016

12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 50 Ayat (1)


http://www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Annual_Reports.htm

Tidak adanya standar waktu dalam penyelesaian Laporan diakui oleh beberapa
Asisten ORI Jawa Barat sebagai sebuah kekurangan. Menurut salah satu Asisten di
ORI Jawa Barat menjelaskan bahwa memang di ORI ini belum memiliki standar waktu
dalam menyelesaikan atau memutuskan hasil pemeriksaan sebuah Laporan, yang ada
hanyalah batasan waktu dalam memberikan tanggapan kepada pelapor yaitu maksimal
14 hari.®® Dengan begitu dalam penyelesaian Laporan, Asisten Ombudsman tidak
dibatasi oleh waktu dalam menyelesaikan Laporan.

Kekurangan lainnya yang terjadi di ORI Jawa Barat yaitu kurangnya sumber daya
manusia khususnya jumlah Asisten. Jumlah Asisten Ombudsman di ORI Jawa Barat
saat ini hanya 8 orang padahal menurut salah satu satu Asisten ORI Jawa Barat,
idealnya di setiap kantor perwakilan itu memiliki 10 hingga 15 orang Asisten
tergantung pada jumlah Laporan yang diterima dan cakupan wilayah masing-masing
perwakilan ORI. Menurut keterangan salah satu Asisten ORI Jawa Barat, salah satu
penyebab Laporan lama terselesaikan adalah keterbatasan sumber daya manusia pada
ORI Jawa Barat.!*

Melihat pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam
mengawasi penyelengaraan pelayanan publik di Indonesia serta pentingnya
Ombudsman dalam menutupi kekurangan dalam sistem penanganan pengaduan pada
organisasi penyelenggara layanan, penanganan pengaduan (complaint handling) yang

dilakukan oleh ORI menjadi sesuatu hal yang penting dan menarik untuk diteliti.

13 Hasil Wawancara dengan Asisten ORI Jawa Barat (4) pada Tanggal 8 Maret 2018
14 Hasil Wawancara dengan Asisten ORI Jawa Barat (3) pada Tanggal 8 Maret 2018



Beberapa kendala yang dihadapi ORI Jawa Barat dalam menyelesaikan Laporan
memunculkan keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana penanganan
pengaduan (complaint handling) yang dilakukan oleh ORI Jawa Barat dalam
menyelesaikan Laporan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, menurut hemat peneliti
masih sangat jarang mahasiswa progam studi administrasi publik Univeristas Katolik
Parahyangan yang melakukan penelitian mengenai penanganan pengaduan (complaint
handling).

Adapun identifikasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum
efektifnya penanganan pengaduan (complaint handling) yang dilakukan oleh
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam
menyelesaikan Laporan pengaduan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari: 1) Terdapat
beberapa Laporan yang belum terselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Barat disetiap tahunnya dan 2) Tidak adanya batas waktu bagi
Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan Laporan. Berdasarkan latar
belakang dan identifikasi permasalah yang ditelah dipaparkan di atas, peneliti
bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengananan
Pengaduan (Complaint Handling) oleh Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Jawa Barat”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, adapun

rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana efektivitas penanganan pengaduan (complaint handling) pada
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah yang menyebabkan beberapa Laporan tidak dapat terselesaikan oleh
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

3. Mengapa tidak ada standar waktu penyelesaian Laporan bagi Ombudsman

Republik Indonesia dalam menyelesaikan Laporan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bagaimana efektivitas penanganan pengaduan pada Ombudsman
Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat

2. Mengetahui penyebab Laporan menjadi lama terselesaikan

3. Mengetahui penyebab tidak adanya penentuan batas waktu bagi Ombudsman
dalam menyelesaikan Laporan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis
Penelitian ini bermaksud untuk menyumbangkan pemahaman ilmiah mengenai
sistem penanganan pengaduan (complaint handling) yang dilakukan oleh

Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.



B. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak. Bagi
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperbaiki dan meningkatan kualitas
penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Jawa Barat.
1.5 Sistematika Penelitian
Untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan, dalam
penelitian ini akan membahas mengenai penganganan pengaduan (complaint
handling) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa
Barat dalam menyelesaikan Laporan yang dilihat dari 10 prinsip yaitu customer
focused, visibillity, accessibility, responsiveness, fairness, cofidentiallity, remedy,
review, accountability, dan continuous improvement. Untuk itu, sistematika
penelitian dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab | Pendahuluan, Bab
Il Kajian Pustaka, Bab 111 Metodologi Penelitian, Bab 1V Hasil Penelitian, Bab V

Analisa dan Interpretasi Hasil Penelitian, Bab VI kesimpulan dan Saran.
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